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Abstrak 
Dalam perspektif Qurani nikah adalah keniscayaan individual dan sosial guna 
melangsungkan keberlanjutan hidup manusia. Secara umum disebutkan bahwa 
perkawinan bertujuan untuk  menjaling kehidupan yang mawaddah wa al-rahmat. 
Berdasarkan tujuan di atas maka para pemerhati kehidupan keluarga khususnya yang 
berlatar religius, mensyaratkan perkawinan dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama 
dan keyakinan yang sama. Dengan demikian pelarangan kawin beda agama lebih pada 
adanya latar faktor-faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap terciptanya 
tujuan perkawinan yang mawaddah wa al-rahmat, sebagaimana pembolehannya pada masa 
nabi juga karena ditunjang oleh faktor sosial dan kondisi kemapanan kaum muslimin pada 
waktu itu. Pandangan ini sesuai dengan fakta histories, bahwa Quran membolehkan 
perkawinan dengan wanita kitabiyah sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Maidah 
ayat 5 adalah terjadi pada akhir tahun ke 9 H dan awal tahun ke 10 H. Pada waktu itu umat 
Islam dan Negara madinah telah kuat, baik secara politik maupun militer.  Oleh karena itu, 
meletakkan ayat 221 surat al-Baqarah, sebagai justifikasi pelarangan kawin beda agama/ 
terlebih khusus kepada wanita ahl al-kitab, kurang elegan untuk tidak menyatakan tidak 
adil.  
Kata kunci: dalil, larangan nikah, nikah beda keyakinan 
 
Abstract 
In the perspective of the Quran marriage is an individual and social need to maintain the 
continuation of human’s life. Generally, marriage is aimed at building mawaddah wa al-rahmat in 
life. Based on above aims those who concerned on family life especially the one having religious 
background required marriage in the same religion and belief. Therefore, different religion marriage 
wan banned as the socio cultural factors less supported the marriage goals mawaddah wa al-rahmat, 
such as in the period of the Prophet since it was supported by social factor and the muslims was 
settled down. This opinion was in line with historical facts, when the Quran allows marriage with 
kitabiyah women in al-Maidah verse 5 in 9 H and in the early 10 H. Muslims in those years and 
Madinah state was strong, in politic and military.  Hence, the verse 221 of al-Baqarah, as a 
ligitimative marriage prohibition of different religions/ especially women of ahl al-kitab, was less 
graceful for not saying unfair.  




Dalam perspektif historis kawin beda agama, baru “dipermasalahkan” atau 
menjadi topik kontroversi pada masa pemerintahan Umar Bin al-Khattab. Problem kawin 
beda agama kemudian dan untuk selanjutnya menjadi masalah yang hangat 
diperbincangkan hingga saat ini. Di Indonesia sebagai negeri yang masyarakatnya 
                                                 
1 Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari 




berpenduduk muslim mayoritas, masalah inipun menjadi problem tersendiri. Meskipun 
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang “keharaman” masalah tersebut 
dan sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 40 huruf c, demikian juga dalam surat 
edaran Mahkamah Agung, namun usaha ini hanya bisa mengakhiri kontroversi tesebut 
secara fomal.   
Terkait dengan masalah tersebut, maka tulisan ini menjadi signifikan untuk 
kembali mengulas masalah tersebut di tengah maraknya fenomena perkawinan antar 
keyakinan yang dilakukan oleh para “artis”.. Mengingat kedudukan artis sebagai   public 
figure yang secara sosiologis memberi pengaruh kepada masyarakat, maka tulisan ini 
diharap dapat memberi guidence  singkat atas masalah terkait.  
 Sebagai masyarakat muslim yang berdiam dalam satu wilayah hukum territorial 
Negara Indonesia, maka tulisan ini lebih diarahkan untuk menelaah, mendalami dan 
memahami metode ijtihad atau dasar pertimbangan yang melatari lahirnya pengharaman 
nikah beda agama sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan 
Pasal 40 c KHI. 
 Dengan demikian, tulisan ini merupakan uraian deskriptif yang lebih menekankan 
pada data kepustakaan, dengan cara menganalisis sasaran atau objek kajianya. Untuk 
memahami secara lebih mendalam tentang hal terkait, maka digunakan  pendekatan 
sosiologi yang dalam istilah Von Jhering disebut Intressen Jurrisprudenz. Dengan pendekatan 
tersebut, maka upaya mengeluarkan/menetapkan suatu ketententuan lebih mengacu pada 
kepentingan masyarakat, hal ini disebabkan karena antara hukum dan masyarakat terdapat 
hubungan timbal  balik, yaitu hukum dipengaruhi masyarakat dan masyarakat 
mempengaruhi hukum.   
      
B. Informasi Quran tentang kawin beda agama 
 Dalam perspektif Qurani nikah adalah keniscayaan individual dan sosial guna 
melangsungkan keberlanjutan hidup manusia. Secara umum disebutkan bahwa 
perkawinan bertujuan untuk  menjalin kehidupan yang mawaddah wa al-rahmat. 
Berdasarkan tujuan di atas maka para pemerhati kehidupan keluarga khususnya yang 
berlatar religius, mensyaratkan perkawinan dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama 
dan keyakinan yang sama.  
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 Namun demikian, sebagai akibat persebaran umat manusia, maka kontak antar 
budaya, etnik dan agama tidak dapat dihindari. Dalam kondisi tersebut maka perkawinan 
beda agama dalam kondisi tertentu acapkali tak terhindarkan. Kondisi tersebut tampaknya 
tidak luput dari perhatian Quran. Oleh karena itu, dalam konteks Quran perkawinan beda 
keyakinan juga dilansir, antara lain meliputi: 1). Perkawinan dengan orang musyrik, 2). 
Perkawinan pria muslim dengan non muslim (wanita kitabiyah), dan perkawinan wanita 
muslim dengan non muslim. 
 
 1).  Perkawinan dengan orang musyrik. 
 Dasar argument dari pelarangan ini terdapat dalam 3 tempat yaitu;  QS. 2 (al-
Baqarah) :221; QS. 60 (al-Mumtahanah); 10; QS. 5 (al-Maidah); 5. Surat al-Baqarah ayat 221 
secara eksplisit menyebutkan larangan tersebut; wala tankihu al-mushrikat hatta yu’minna wa 
la amatun mu’minatun khairun min musyrikatin walaw a’jabatkum, wala tunkihu musyrikina hatta 
yu’minu. 
 Para ulama sepakat tentang haramnya menikahi wanita musyrik/ menikahkan 
wanita muslim dengan pria musyrik, tetapi siapa yang dapat dikategorikan orang musyrik, 
kini menjadi permasalahan.  
 Pada zaman Nabi, karena otoritas yang tak terbantahkan, maka tidak ada persoalan 
tentang siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi. Persoalan 
mulai muncul ketika beliau wafat, dimana otoritas yang semula berada pada satu orang, 
beralih kepada sahabat dan tabi’in yang jumlahnya banyak, yang masing-masing memiliki 
pertimbangan sendiri-sendiri berdasarkan hasil analisa dan interpretasinya. Selain itu 
kontak kebudayaan sudah semakin luas, sehingga bila zaman Nabi kelompok beda agama 
yang mereka jumpai adalah, Arab musyrik, Yahudi dan Nasrani, demikianpula dengan 
penganut Zoroaster, Sabi’in. Dengan terjadi perluasan wilayah akibat penaklukan, maka 
komunitas non muslim sudah semakin melebar dari yang semula dijumpai pada zama 
Nabi. Misalnya, mereka berjumpa dengan penganut Buda dan Hindu di India atau agama 
etnik yang berada di Afrika. Kondisi tersebut mempengaruhi lalu lintas pendapat tentang 
siapa yang dimaksud dengan orang musyrik dan ahli kitab. 




 Rasyid Rida misalnya, menyebutkan bahwa, Majusi, Budha, Hindu, Konghuchu, 
Shinto juga merupakan ahl al-kitab yang manganut ajaran tauhid.2 Pendapat ini tampaknya 
berseberangan dengan pendapat kebanyakan ulama yang diketahui selama ini. 
Sebagaimana Ridha, Ibnu Hazm, menyebutkan bahwa Majuzi menurut sebagian ulama 
salaf seperti Ali dan Hasan al-Bashri, juga merupakan ahl al-kitab. Karenanya Ibnu Hazm 
membolehkan pria muslim mengawini wanita Majuzi.3 Sementara Quraish Shihab 
menyatakan bahwa ahl al-kitab sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-An’am 156, 
terdiri dari golongan Kristen dan Yahudi. Namun, golongan selain mereka seperti para 
penyembah berhala non Arab dan sebagainya dapat diperlakukan sama dengan ahl al-kitab.4   
 
 2). Perkawinan pria muslim dengan non muslim (wanita kitabiyah).  
 Aturan nikah antar pria muslim dan wanita kitabiyah, terdapat dalam surat al-
maidah ayat 5 
 Al-yawma uhilla lakum al-thayyibatu; watha’am al-lazina utu al-kitab hillun lakum, 
watha’amukum hillun lahum; wa almuhshanatu mi al-mu’minat wa al-muhshanatu min allazina 
utu al-kitab min qablikum iza ataitumu hunna ujurahunna muhshinina gair musafihina wala 
muttakhizi akhdanin; waman yakfur bi al-iman faqad habita ‘amalahu wa huwa fi al-akhirati min al-
khasirin. 5  
 
 Lahir ayat di atas menunjukkan pada ke-halalan mengawini wanita ahl al-kitab. 
Namun siapa yang dimaksud dengan ahlu al-kitab, kemudian memicu kontroversi 
berkepanjangan. Kontroversi tentang siapa yang dimaksud dengan ahl al-kitab termasuk hal 
                                                 
2 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, VI, ; 193 
3 Ibnu Hazm, al-Muhallah, VI: 449 
4 M.Quaish Shihab, “Ahli Kitab” dalam Wahyuni Nafis, ed. Rekonstruksi dan Religius Islam 
(Jakarta: Paramadina, 1996), h. 126  
5 Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik . Makanan yang disembelih orang-orang 
yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. (Dan dihalalkan bagimu 
mengawini) wanita-wainita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan 
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu 
telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzinah 
dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa kafir sesudah beriman, maka hapuslah 
amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.     
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yang membawa implikasi terhadap penafsiran ayat ini6. Kata min qablikum oleh sebagaian 
ulama dijadikan alasan untuk menjustivikasi, bahwa ahl al-kitab yang ada sekarang atau 
paling tidak yang hidup di Indonesia tidak termasuk dalam kategori ahl al-kitab yang 
disebut Quran. Rasyid Rida, sebagaimana yang  telah dikutip sebelumnya menyebutkan 
bahwa ahl al-kitab tidak saja Yahudi dan Nasrani, tetapi juga Majuzi, Hindu, Budha, Shinto 
dan Konhuchu. 
 Dalam perkembangan selanjutnya, problem nikah beda agama antara pria muslim 
dengan wanita kitabiyah, tidak lagi dirujuk pada ayat 5 al-Maidah, tetapi oleh sebagian 
ulama juga dirujuk pada ayat 221 al-Baqarah. Kondisi ini berimplikasi pada ketetapan 
hukum, karena antara kedua ayat tersebut pada dasarnya berbeda konteks. Dan jika itu 
terjadi, maka terkesan adanya upaya untuk mensinonimkan wanita ahl al-kitab (QS.5:5) 
dengan al-musyrikat yang terdapat dalam QS. 2: 221. Bahkan terdapat pendapat di kalangan 
sebagian ulama yang menyebutkan, bahwa ayat 5 al-Maidah telah di-nasakh oleh surat al-
Baqarah ayat 221.7 
 Pakar tafsir al-Tabari setelah melakukan pentarjihan yang didasarkan atas sejumlah 
pendapat dari kalangan sahabat dan tabi’in, tentang maksud surat al-Baqarah 221, 
menyatakan bahwa para sahabat dan tabi’in juga sepakat bahwa wanita ahl al-kitab tidak 
termasuk kelompok musyrikat yang haram dinikahi oleh pria muslim. Menurut al-Shabuni, 
bahwa para ulama dari berbagai mazhab secara garis besar sepakat membolehkan wanita 
ahl al-kitab untuk dinikahi pria muslim.8 
                                                 
6 Dalam perspektif historis kawin beda agama, baru “dipermasalahkan” atau menjadi topik 
kontroversi pada masa pemerintahan Umar Bin al-Khattab. Al-Thabari, Jami’ al-Bayan II, h. 222/ 
Dalam riwayat disebutkan bahwa Huzaifah ibn al-Yaman dan Thalhah bin Ubaidillah menikah 
dengan wanita Kristen, maka ketika Khalifah Umar mengetahuinya, ia sangat marah dan bermaksud 
untuk mengusir mereka. Keduanya lalu ingin menjatuhkan thalak. Namun Khalifah berkata jika boleh 
mentalak mereka, maka tentu saja boleh menikahi mereka, aku akan menceraikan mereka dari kamu 
secara hina. Al-Thabari, lebih lanjut menjelaskan, bahwa dalam riwayat  yang lebih  rajih, yang 
bersumber dari Syaqiq menyebutkan bahwa setelah mendengar Khuzaifah menikah dengan wanita 
Yahudi, maka Umar berkirim surat padanya untuk meminta menceraikannya. Dan tatkala ditanya 
apakah itu haram, maka ia menjawab tidak, tetapi saya khawatir kalian akan meninggalkan wanita 
yang beriman dan lebih meilih mereka.   Ibid 
 
7Klaim ini oleh Ibnu Taimiyah dipandang  bid’ah. Karena ayat 221 al-Baqarah turun delapan 
tahun lebih dahulu dari ayat 5 al-Maidah. Padahal syarat terjadinya nasakh  adalah ayat yang 
membatalkan/ nasikh harus turun lebih belakngan dari ayat yang dibatalkan/ mansukh. Ibnu 
Taimiyah, Majmu Fatwa, XIV,  (Riyad, th. 1381 H.), h. 91  
8M. Ali al-Shabuny, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1997), h. 287  




 Dalam ayat 5 surat 5 sebagaimana yang telah didekripsikan, menjelaskan bahwa 
perkawinan dengan wanita kitabiyah dibolehkan Allah dengan syarat dia harus wanita 
muhsanah syarat ini sama dengan syarat wanita muslim yang dapat dinikahi yaitu; 
muhsanat9. Oleh karena itu, jika merujuk pada al-Maidah: 5 maka secara legal formal 
perkawinan antara pria muslim dengan wanita  kitabiyah adalah halal berdasarkn nash. 
  
C.  Nikah Beda Agama Perspektif MUI dan KHI 
 Jika kita memperhatikan fatwa MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang 
perkawinan beda agama, setelah membentangkan beberapa ayat yang telah disebutkan, 
MUI juga mendasarkan atas qaidah fiqhi : dar’u al-mafasid muqaddam ala jalbi masaleh dan 
qaidah sadd az zari’ah. Menurut Karsa Yuda bahwa larangan kawin beda agama 
sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 40 c maupun MUI, lebih didasarkan pada 
alasan sosial dan kondisi umat Islam Indonesia. Dalam pertimbangan social, kawin beda 
agama mafsadatnya (efek/nilai negative) lebih besar dari maslahatnya (nilai positifnya). 
Lebih lanjut Yuda menyebutkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip 
yang harus dipelihara dalam hukum Islam, yaitu; agama,jiwa, akal, keturunan dan harta.10   
   Oleh karena itu, menurut Yuda penggunaan qaidah dar’u al-mafasid muqaddam ala 
jalbi masaleh, sangat tepat diterapkan disini.  Kerusakan yang ditimbulkannya disebabkan 
lemahnya iman kaum muslimin ketika manghadapi godaan dan tekanan dari wanita non 
muslimin sebelum dan selama berumah tangga. Kemashlahatan yang harus 
dipertimbangkan termasuk mafsadat yang akan ditimbulkan, bukan bagi perorangan 
pasangan dan keluarga yang bersangkutan saja, tetapi yang lebih penting adalah bagi umat 
Islam Indonesia secara keseluruhannya. Apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia 
                                                 
9Al-Muhsanat, adalah isim maf’ul dari ahsana, yuhsinu, ihsan, kata ini dibentuk dari kata hisn 
yang berarti benteng. Al-Muhsanat secara harfiaf adalah wanita yang dibentengi. Paling tidak ada tiga 
pengertian kata ini dalam konteks penggunaannya oleh Quran: 1) wanita bersuami, digunakan dalam 
al-Nisa; 24. 2). Wanita merdeka, bukan budak, Al,Nisa; 25. 3). Wanita yang menjaga kesucian dan 
kehormatannya an-Nur: 33/lihat, Muhammad Fuad Abd. Baqi, Mu’jam al-Mufahras li alfaz al-quran 
(Beirut: Dar al-Fikr) 
10Kewajiban memelihara agama bukan saja untuk diri pribadi yang bersangkutan tetapi juga 
ada kewajiban memelihara akidah masyarakat umum. Disinilah muncul kewajiban mendidik 
keluarga terut.aaanak dalam agar menjadi pemeluk agama yang baik. Oleh karena itu dalam prinsip 
maqasid Syar’i, setiap hal yang membahayakan generasi bangsa penerus kita dan membahyakan 
harta harus dicegah. Pencegahan terhadap hal-hal yang membahayakan harus menjadi prioritas dari 
pada mengambil keuntungan, apabila pilihan itu ada dalam satu kesatuan.      
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melalui Rakernas II, dan apa yang disepakati pada saat perumusan Kompilasi Hukum 
Islam telah memenuhi syarat berijtihad berdasarkan “maslahah”, karena maslahah yang 
diambil merupakan maslahah negative (menghindari kerusakan/dar al-mafasid) yang 
dibenarkan secara metodologis usul fiqh. Menurut al-Gazali bahwa ‘suatu mashlahah harus 
sejalan dengan tujuan syara’, walaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab 
tujuan manusia itu tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’.  Oleh karena itu, 
yang menjadi patokan  dalam menentukan  maslahah adalah  kehendak dan tujuan syara’ 
bukan kehendak dan tujuan manusia.  “Dilihat dari aspek tujuan syar’i ini, maka antara 
yang dituju oleh ayat 5 Surah al-Maidah dengan apa yang ditentukan Pasal 40 huruf c 
Kompilasi Hukum Islam sejalan, walau secara harfiah dapat dinilai bertentangan.  
 
D. Penutup 
 Dalam banyak hal, penulis  sepakat dengan sejumlah pendapat yang menyatakan 
bahwa fatwa MUI maupun KHI pasal 40 c dapat dibenarkan, seperti yang ditunjukkan oleh 
Yuda. Oleh karena itu, meski penulis tidak keberatan dengan, pendapat MUI dan KHI pasal 
40 c, sebagaimana yang didukung Yuda, namun penggunaan dalil ayat 221 surat al-Baqarah 
“kurang” tepat untuk dijadikan justifikasi terhadap pengharaman/pelarangan kawin 
dengan non muslim. Pelarangan tersebut lebih pada adanya latar faktor-faktor sosial 
budaya yang kurang mendukung terhadap terciptanya tujuan perkawinan yang mawaddah 
wa al-rahmat, sebagaimana pembolehannya pada masa nabi juga karena ditunjang oleh 
faktor sosial dan kondisi kemapanan kaum muslimin pada waktu itu. Pandangan ini sesuai 
dengan fakta histories, bahwa Quran membolehkan perkawinan dengan wanita kitabiyah 
sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah terjadi pada akhir tahun 
ke 9 H dan awal tahun ke 10 H. Pada waktu itu umat Islam dan Negara madinah telah kuat, 
baik secara politik maupun militer.  
 Oleh karena itu, meletakkan ayat 221 surat al-Baqarah, sebagai justifikasi 
pelarangan kawin beda agama/ terlebih khusus kepada wanita ahl al-kitab, kurang elegan 
untuk tidak menyatakan tidak adil. Dengan demikian, lebih tepat untuk menyatakan, 
bahwa pelarangan atau pengharaman terhadap kawin beda agama lebih ditunjang oleh 
konteks sosial muslim Indonesia yang tidak kondusif untuk melakukan hal tersebut.  Hal 
tersebut didasarkan atas suatu fakta, bahwa meski perkawinan dilakukan oleh pribadi-




pribadi, namun ia merupakan lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena 
itu pengaturannya tidak hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan atau alasan agama 
saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan publik.  Aturan perkawinan beda 
agama memang dapat dipahami seperti dalam konteks Quran. Namun pelaksanaannya di 
Indonesia sekarang sudah barang tentu tidak bisa seliberal itu. Hal ini disebabkan karena 
tidak semua umat beragama di negeri ini sudah berdaya untuk melakukan itu. Bila itu 
terjadi dapat saja mengganggu kerukunan umat beragama yang berakibat terhadap 
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